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ABSTRAK : - Ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun

2015 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan

Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan,

Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pola hubungan dan tata kerja

kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum dalam pengawasan Pemilihan Umum

berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Bawaslu ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017, Perpres No.

68 Tahun 2018

- Bahwa Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan harus dilakukan

oleh semua tingkatan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan secara

terkoordinasi, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Serta Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan

menyelenggarakan pengawasan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan wilayah

kerjanya dan bersifat hierarki sesuai dengan pola hubungan antara Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas

Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, hingga Pengawas

Tempat Pemungutan Suara.

CATATAN : - Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Bawaslu ini ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2020.

- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,

dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas

Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar

Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 919) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku


